ABSTRAK

Bambang  Kuswanto, 2026. Hukum Perkawinan  Akibat
Perselingkuhan Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i dan
Prospeknya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan di
Indonesia.

Perselingkuhan dalam hubungan pernikahan memang sangat
menyakitkan. Tidak hanya dapat memicu konflik, ia juga dapat berakhir
kepada perceraian. Keduanya bukanlah sesuatu yang diharapkan hadir
dalam sebuah hubungan rumah tangga. Menurut pandangan fikih, Islam
tegas melarang atau mengharamkan perbuatan yang merusak hubungan
suami istri. Umumnya, para ulama menganggap bahwa tindakan yang
merusak hubungan suami istri merupakan dosa besar di mata Allah. Namun,
terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai hukum merusak
hubungan suami istri yang dapat mengakibatkan perceraian.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk menganalisis implikasi dan
Prospek pandangan mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'l terhadap
perkawinan akibat perselingkuhan dalam konteks pembentukan dan
implementasi sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia saat ini.

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Grand
theory yang digunakan adalah teori Maqosid Syariah, middle rang theory
menggunakan teori [jtihad Ulama. Applied Theory: Teori Sistem Hukum ,
bahwa Sistem hukum diadakan untuk menyelesaikan masalah yang
dihadapi manusia.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang menggunakan
metode penelitian deskriptif analisis, dan pendekatan yuridis empirif, yaitu
mendeskripsikan dan menjelaskan fakta- fakta yang diperoleh peneliti
terkait dengan objek penelitian. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas
tentang objek penelitian, penelitian ini berupaya menggambarkan isi materi
dari pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i tentang perkembangn
hukum perkawinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini disimpulkan:Mazhab Maliki berpendapat
seseorang yang merebut pasangan suami istri orang lain status
pernikahannya haram selamanya dan akadnya batal. sedangkan mazhab
Syafii berpendapat bahwa seorang yang merebut isteri orang lain dengan
maksud untuk dinikahinya sendiri adalah digolongkan menjadi orang yang
fasiq dan perbuatannya adalah maksiyat yang paling buruk dan dosa yang
paling keji dihadapan Allah, namun tidak berdampak keharaman dalam
perkawinannya. Penelitian ini juga menemukan bahwa pandangan mazhab
Syafi’i memiliki relevansi yang kuat terhadap hukum perkawinan di
Indonesia, karena hukum positif Indonesia pada dasarnya lebih
menitikberatkan keabsahan perkawinan pada terpenuhinya syarat formal
dan prosedural, bukan pada penilaian moral semata terhadap sebab-sebab
sebelum akad. Hukum perkawinan Indonesia tidak mengenal larangan
eksplisit untuk menikah dengan pihak ketiga penyebab perceraian setelah
perceraian sah terjadi.



ABSTRACT

Bambang Kuswanto, 2026. The Law of Marriage in Cases Consequent Upon
Adulterty According to The Maliki and Syafi’i and their Prospects for
development to Marrige Law in Indonesia

Adultery or extramarital involvement within marriage is profoundly painful.
It not only has the potential to trigger conflict, but may also culminate in divorce.
Neither of these is ever desired within married life. From the perspective of Islamic
jurisprudence, Islam unequivocally prohibits and condemns any conduct that
undermines the marital bond between husband and wife. In general, Muslim jurists
regard actions that destroy conjugal harmony as grave sins in the sight of God.
Nevertheless, classical fuqaha differed in their legal assessment of acts that disrupt
the marital relationship and ultimately lead to divorce.

The objective of this study is to analyze the implications and contemporary
prospect of the Maliki and Shafi‘i schools’ views on marriage contracted after
extramarital involvement, particularly within the context of the formulation and
implementation of the Islamic marital law system in present-day Indonesia.

Several theoretical frameworks are employed in this research. The grand
theory adopted is Magqasid al-Shari‘ah. The middle-range theory is the theory of
ijtihad as developed by Muslim jurists. The applied theory is legal system theory,
which holds that a legal system exists to resolve the problems faced by human
society.

This study is qualitative in nature and employs a descriptive-analytical
research method combined with an empirical-juridical approach. It seeks to
describe and explain the facts obtained by the researcher in relation to the object of
study. The research endeavors to present the subject matter objectively and as it
actually exists. In order to gain a clear understanding of the object under
investigation, this study examines the substantive content of the Maliki and Shafi‘i
schools’ views concerning the development of marital law in Indonesia.
the Maliki madhab of thought holds that the marriage of an individual who entices
or takes away another person's spouse is permanently forbidden (haram), and the
marriage contract (aqd) is null and void. Conversely, the Shafi'i madhab posits that
an individual who entices away another person's wife with the intention of marrying
her is classified as fasiq, while the act itself is considered among the worst forms of
disobedience and a grievous sin before Allah on the Day of Judgment, it does not
result in the prohibition or invalidation of the subsequent marriage.Furthermore,
this study reveals that the Shafi'l school's perspective holds strong relevance to
Indonesian marriage law. This is because Indonesian positive law primarily
emphasizes the validity of marriage based on the fulfillment of formal and
procedural requirements, rather than relying solely on a moral assessment of the
circumstances preceding the marriage contract. Indonesian marriage law does not
recognize an explicit prohibition against marrying a third party who caused the
dissolution of a previous marriage, provided that a legally valid divorce has already
taken place.
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